BABYV

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan.
5.1.1 Persamaan Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.

Dari penulisan penelitian ini, penulis dapat menarik suatu
kesimpulan. Dalam sistem hukum nasionalnya, Jepang dan Indonesia
memiliki beberapa kesamaan. Contohnya Indonesia dan Jepang hanya
mengizinkan warga negaranya memiliki satu kewarganegaraan.
Kemudian Indonesia dan Jepang sama-sama menganut asas lus Sanguinis
terbatas, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang mengatur cara
mendapatkan kewarganegaraan adalah berdasarkan keturunan. Namun,
dalam peraturan Indonesia yaitu Pasal 4 butir I, j, k, dan 1 Undang-
Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengatur bahwa
seorang anak akan mendapatkan kewarganegaraan dari tempat anak
tersebut lahir, kemudian untuk peraturan Jepang pengecualian asas lus
Sanguinis tercantum di dalam Pasal 2 ayat 3 Nationality Act No.88 Tahun
2008.

Selanjutnya mengenai perkawinan campuran, Indonesia dan
Jepang sama-sama mengatur bahwa hukum yang mengatur formalitas
perkawinan adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan
tersebut. Dalam peraturan Indonesia aturan ini dicantumkan di dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1
dan Pasal 18 AB, sedangkan di dalam peraturan Jepang, aturan ini
dicantumkan di dalam Section 5 Pasal 24 ayat 2. Persamaan lain dalam
hukum Indonesia dan Jepang dalam hal perkawinan adalah, hukum
Indonesia dan Jepang sama-sama melarang perkawinan yang dilakukan
oleh orang yang masih terikat hubungan darah baik dalam hubungan
darah lurus ke bawah atau ke atas, dan hubungan darah menyamping.

Demikian pula apabila orang tersebut tidak memilki hubungan darah
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tetapi terikat dalam hubungan kekeluargaan. Yang dimaksud tidak
memiliki hubungan darah adalah hubungan antara orang tua tiri, anak
tiri, dan yang memiliki hubungan sepersusuan. Dalam aturan Indonesia
hal ini dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan,
sedangkan dalam aturan Jepang, hal ini dicantumkan di dalam Pasal 734

jo 736 Civil Code Act No. 89 of 1896.
5.1.2 Perbedaan Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.

Kemudian perbedaan dari hukum nasional Indonesia dan Jepang
dapat dilihat dari aturan mengenai batas usia perkawinan. Di dalam
peraturan Indonesia, batas usia untuk melangsungkan perkawinan
adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini
diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Sedangkan di
Jepang, batas usia untuk seseorang bias melangsungkan perkawinan
adalah 18 tahun untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sama
seperti di Indonesia yaitu 16 tahun. Hal ini diatur di dalam Civil Code
Pasal 731. Kemudian dalam hal beristri lebih dari seorang, pada
dasarnya Indonesia dan Jepang sama-sama mengatur bahwa perkawinan
hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Hanya saja
perbedaanya adalah di Indonesia, seseorang boleh memiliki lebih dari
satu istri dengan memenuhi syarat. Sedangkan di Jepang, seseorang
hanya boleh memiliki satu istri (monogami mutlak). Dalam peraturan
Indonesia yang terbaru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.22 /PUU-
XV/2017, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat
Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR, untuk mengubah ketentuan
dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia

perkawinan untuk perempuan.
5.1.3 Persamaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.

Beberapa kesamaan lain antara hukum Indonesia dan Jepang
dapat dilihat dari hukum adatnya. Dalam hukum adat Indonesia,

khususnya pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan
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patrilineal, terdapat kesamaan yaitu seorang laki-laki yang menjadi
pemimpin dalam suatu klan atau rumah tangga (household). Pewarisan
marga juga hanya diturunkan kepada seorang keturunan laki-laki.
Demikian juga di dalam hukum adat Jepang yang menganut sistem
kekeluargaan Patrilineal, dalam penggunaan nama keluarga, hanya

dilakukan kepada seorang keturunan laki-laki.
5.1.4 Perbedaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.

Perbedaan dalam hukum adatnya adalah dalam penggunaan
nama keluarga, di dalam hukum adat Indonesia, tidak semua keluarga
mewariskan nama keluarganya kepada istri atau keturunannya, karena
di Indonesia tidak semua suku yang menganut sistem kekeluargaan
Patrilineal, sedangkan di dalam hukum adat Jepang, karena di Jepang
masyarakatnya tidak terdiri dari suku yang bermacam-macam, maka
sistem keluarga yang dianut juga hanya satu macam, yaitu Patrilineal,
sehingga seorang istri dan seorang anak dalam suatu keluarga di Jepang
rata-rata nama keluarganya menggunakan nama keluarga suami.
Meskipun begitu dalam hal penggunaan nama keluarga ini, terdapat
pengecualian juga, karena di Jepang dikenal suatu sistem perkawinan
yang disebut menantu adopsi (mukoyoshi dalam bahasa Inggrisnya
adopted son in law), yaitu ketika seorang menantu laki-laki di adopsi oleh
keluarga istri ketika sudah menikah, sehingga menantu laki-laki tersebut
menggunakan nama dari keluarga istrinya dalam hal ini untuk
melanjutkan nama keluarga dari istrinya tersebut karena keluarga itu

tidak memiliki keturunan laki-laki.
5.1.5 Status Personal Suami-Istri.

Hukum yang mengatur suatu status personal dari suatu
perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dan
Jepang adalah hukum nasional (lex patriae) dari masing-masing pihak.
Karena status personal adalah suatu status yang melekat kepada masing-

masing diri individu kemanapun dan dimanapun individu itu pergi atau
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berada. Dengan demikian, dengan dilangsungkannya suatu perkawinan
campuran, status personal seorang suami atau istri tidak terpengaruh,
karena status personal masing-masing pihak masih diatur oleh hukum

nasionalnya yang berlaku di negaranya masing-masing.
5.1.6. Status Kewarganegaraan Suami-Istri.

Status kewarganegaraan adalah salah satu dari status personal,
karena itu untuk kewarganegaraan dari suami atau istri tidak akan
terpengaruh oleh suatu perkawinan campuran. Status kewarganegaraan
suami atau istri masing-masing diatur oleh hukum nasional
kewarganegaraannya. Kewarganegaraan suami atau istri hanya dapat
berubah apabila orang yang bersangkutan secara sukarela hendak
mengubah kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan dari
pasangannya. Ketika orang  tersebut  hendak mengubah
kewarganegaraannya, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku orang
tersebut akan mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya.
Untuk warga negara Indonesia, yang mengatur tentang kewarganegaraan
adalah Undang-Undang No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,
sedangkan untuk warga negara Jepang yang mengatur tentang

kewarganegaraan adalah Nationality Act No.88 tahun 2008.
5.1.7 Status Personal dan Kewarganegaraan Anak.

Status personal seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan
campuran dipengaruhi oleh kewarganegaraan yang dipilih oleh anak
tersebut. Karena Undang-Undang Indonesia dan Jepang masing-masing
mengatur warga negaranya hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan,
maka anak yang lahir dari perkawinan campuran ini (bila ia lahir di
negara yang menggunakan asas ius soli), maka ia dapat memiliki dua
kewarganegaraan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, seorang anak harus
memilih status kewarganegaraan pada saat anak tersebut sudah berusia

18 tahun atau sudah kawin, sedangkan di dalam Undang-Undang

141



Kewarganegaraan Jepang, seorang anak harus memilih kewarganegaraan
pada saat anak tersebut sudah berusia 20 tahun atau dalam jangka waktu
dua tahun setelah mendapatkan kewarganegaraan asingnya tersebut.
Jadi, hukum yang akan mengatur status personal seorang anak hasil
perkawinan campuran nanti ditentukan setelah seorang anak memilih

kewarganegaraanya.
5.2. Saran Penulis

Dari hasil penelitian penulis yang tidak sempurna ini, penulis
hendak memberikan saran kepada warga negara Indonesia yang
bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara
Jepang. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan
warga negara Jepang tidak mudah, banyak sekali prosedur dan hal yang
harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hukum dan
akibatnya terhadap anak. Pada perkawinan campuran ini kesulitan ada
pada hal-hal seperti berikut ini:

1. Hal pewarisan harta untuk anak perempuan.

2. Hak asuh anak setelah perceraian.

3. Harta perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan.

4. Hak-hak suami setelah dilangsungkannya perkawinan

menggunakan sistem perkawinan Mukoyoshi (menantu

adopsi).

Mengenai hal pewarisan harta, untuk seorang wanita Indonesia
yang hendak melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Jepang,
kesulitan yang akan dihadapi adalah pewarisan harta hanya akan jatuh
kepada anak lelaki, karena Jepang yang menganut sistem kekeluargaan
Patrilineal. Apabila dari perkawinan campuran ini yang lahir adalah anak
perempuan, maka harta warisan tidak akan bisa diberikan kepada anak
tersebut. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebelum perkawinan
dilangsungkan, pihak wanita harus membuat perjanjian sebelum
perkawinan bahwa selama suami atau ayah dari anak yang lahir tersebut

masih hidup, untuk mewariskan harta nya setelah meninggal nanti

142



melalui hibah, atau melalui sistem pewarisan testamenter. Dalam hak
asuh atas anak setelah terjadinya perceraian, akan ditentukan
berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini dicantumkan di

dalam Civil Code Pasal 766 ayat 1 yang menyebutkan:

“ Apabila orang tua bercerai berdasarkan kesepakatan, perihal
siapa yang akan mendapatkan hak asuh atas anak, dan hal lain
yang berkaitan dengan hak asuh akan diputuskan berdasarkan
kesepakatan tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan sebelum
perceraian dilangsungkan, atau kesepakatan tidak dapat dibuat,
maka hak asuh anak ditentukan berdasarkan putusan

pengadilan”

Jadi, apabila seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan
perkawinan dengan Warga Negara Jepang bercerai, untuk mendapatkan
hak asuh atas anak, sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan para
pihak harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Namun apabila
kesepakatan tersebut belum atau tidak dapat dibuat, maka yang akan

mendapatkan hak asuh atas anak akan diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai harta perkawinan setelah dilangsungkannya
perkawinan maka apabila sebelum perkawinan tidak dibuat suatu
perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka harta tersebut akan
menjadi harta Bersama setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini tidak
akan menguntungkan untuk pihak yang memiliki harta atau suatu bisnis
yang sukses. Maka sebelum perkawinan, penulis memberikan saran
alangkah baiknya sebelum perkawinan dibuat suatu perjanjian terlebih
dahulu mengenai pemisahan harta perkawinan, sehingga apabila nanti

terjadi suatu perceraian, harta masing-masing tidak akan tercampur.

Kesulitan yang lain adalah apabila seorang pria melakukan
perkawinan dengan sistem perkawinan yang disebut dengan Mukoyoshi
atau dalam bahasa Indonesianya adalah menantu adopsi. Dalam
perkawinan dengan sistem menantu adopsi, seorang suami tidak akan

memiliki kebebasan sendiri dalam melakukan suatu perbuatan karena
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dalam hal ini, kepala keluarga dari keluarga istri yang akan mengatur
semua perbuatan dari setiap anggota keluarganya. Menentang kehendak
dari seorang kepala keluarga dianggap tabu, konsekuensi yang
ditanggung adalah setiap aspek dari perbuatan seorang suami yang
melakukan perkawinan dengan sistem perkawinan ini akan diatur oleh
kepala keluarga dari pihak keluarga istri, sehingga suami tidak akan
memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupan rumah tangganya.
Elizabeth Odachi Onogwu dalam jurnal berjudul Reversing Patriarchy:
A literary Examination of Adopted Husbands (Mukoyoshi) in Japan
menyebutkan bahwa seorang kepala e memiliki kekuasaan yang sangat
besar sehingga dia yang selalu mengambil keputusan paling banyak
dalam rumah tangga. Suatu pandangan atau pendapat yang menyatakan
ketidak setujuan dengan keputusan kepala keluarga akan dianggap

sebagai ancaman untuk keberlangsungan suatu lel#.

Maka hal yang dapat dilakukan oleh pria Indonesia yang akan
melakukan perkawinan dengan seorang wanita Jepang adalah
melakukan suatu perjanjian sebelum perkawinan bahwa nama keluarga
yang akan digunakan setelah perkawinan nanti adalah nama keluarga
suami sehingga nanti setelah perkawinan dilangsungkan suami dapat
memiliki kebebasan sendiri dalam mengatur rumah tangganya bersama
istri. Kemudian untuk masalah penggunaan nama keluarga, di Indonesia,
sistem kekeluargaan yang dianut bukan hanya sistem kekeluargaan
Patrilineal, tetapi ada juga yang menganut sistem kekeluargaan
Matrilineal, contohnya adalah suku Minangkabau. Dalam hal ini, untuk
menghindari perbenturan, maka penulis sarankan untuk melakukan
kesepakatan dulu sebelum melakukan suatu perkawinan, dari pihak
keluarga manakah yang akan digunakan namanya sebagai nama

keluarga.

142 Elizabeth Odachi Onogwu, Reversing Patriarchy: A literary Examination of Adopted
Husbands (Mukoyoshi) in Japan, Volume VII Rupkatha Journal Hal 141-148, Him 141
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Kemudian, dalam hal hak milik properti tanah atau bangunan,
untuk seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan
WNA, maka hak tersebut akan hilang. Karena dalam Pasal 35 Undang-
Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan di dalam Undang-
Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
seorang WNA tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha, ataupun
hak guna bangunan, jadi apabila setelah melangsungkan perkawinan,
pasangan yang berstatus WNA sesuai dengan Pasal 35 UUP akan
memiliki hak untuk properti pasangannya yang berstatus WNI. Apabila
seorang WNI masih ingin memiliki hak atas tanah setelah melakukan
perkawinan dengan pasangannya yang berstatus WNA, maka WNI
tersebut harus membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah
yang mengatur mengenai pemisahan harta bendal43. Kesimpulannya
adalah sebelum melakukan suatu perkawinan dengan Warga Negara
Jepang, baik pria atau wanita Indonesia akan lebih baik untuk membuat
dulu perjanjian sebelum menikah mengenai hal-hal yang telah disebut di
atas untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian

hari.

143 Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4c529ced60c02/permasalahan-
perkawinan-campuran-dan-harta-bersama diakses pada 12 November 2019 3:29 PM.
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